
BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1.  Harmonisasi yang dilakukan oleh Kepolisian dan Pemerintah Kota Malang dalam 

kewenangan pengurusan izin keramaian adalah dilakukan melalui cara  koordinasi saja 

yang menurut Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang tersebut kurang 

berjalan dengan baik atau kurang berjalan secara maksimal dikarenakan koordinasi 

tersebut tidak mengikat secara resmi dan dapat terjadi kesalahan wewenang. Selama 

koordinasi tersebut dilakukan masih terjadi kesalahan-kesalahan atau pelanggaran yang 

dilakukan dalam pengurusan izin termasuk izin keramaian tersebut. 

2.  Adapun hambatan-hambatan dalam memakukan harmonisasi  kewenangan izin 

keramaian yaitu (1) Factor koordinasi yang kurang berjalan optimal dari Kepolisian 

dan Pemerintah Kota Malang. (2) Faktor Undang-Undang Yang masih kacau atau 

rancu. (3) Faktor kurangnya sosialisasi tentang pengurusan izin keramaian antara 

Kepolisian dan Pemerintah Kota Malang. (4) Faktor masyarakat. (5) Adanya 

penyalagunaan wewenang. 

3. Upaya-upaya dalam menangulangi hambatan kewenangan pengurusan izin keramaian 

sebagaia berikut (1) adanya MoU (Memorandum of Understanding) untuk kedua 

instansi. (2) Merumuskan kembali peraturan yang dianggap rancu tentang izin 

keramaian. (3) Sosialisasi peraturan pengurusan izin keramaian di masyarakat. (4) 



Adanya pembinaan rutin untuk Kepolisian dan Pemerintah Kota Malang dalam izin 

Keramaian. 

B. Saran  

 Dari hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah di paparkan oleh penulis, saran yang 

penulis sampaikan sebagai berikut : 

1. Kepolisian dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 

a. Kepolisian dan Badan Pelayan Perizinan Terpadu Kota Malang merupakan sebagai 

instansi yang berbeda kewenangan dalam melakukan pelayanan publik di masyarakat 

, artinya kedua instansi tersebut harus saling koordinasi dengan baik secara tertulis 

sebagai pelayanan izin kegiatan keramaian umum di masyarakat agar tidak menjadi 

kesalahan wewenang dalam memberikan izin kegiatan keramaian umum di 

masyarakat. 

b. Disarankan kepada  kepolisian dan  Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang 

agar selalu mensosialisasikan di masyarakat, khususnya izin keramaian umum agar 

masyarakat mengerti tentang prosedur pengurusan izin yang benar tentang 

berkegiatan keramaian umum. 

c. Disarankan juga kepada kepolisian dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota 

Malang untuk memberikan sanksi yang tegas atas masyarakat yang melakukan 

kegiatan keramaian umum yang tanpa melalui prosedur pengurusan izin yang benar. 

2. Bagi Masyarakat yang akan Mengajukan Izin 

Masyarakat disarankan untuk mengerti tentang pengurusan izin keramaian terlebih 

dahulu agar masyarakat yang akan melakukan izin kegiatan keramaian tidak mengambil 

jalur yang instan. 
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